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KEPALA DESA TRATEMULYO 

KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL 
 

PERATURAN DESA TRATEMULYO 

 
NOMOR : ……. TAHUN 2025 

 

TENTANG 
 

PENYERTAAN MODAL DESA UNTUK PROGRAM KETAHANAN PANGAN  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA  ( BUM DESA ) 

TAHUN ANGGARAN 2025  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA DESA TRATEMULYO 

 

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas 
Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, Fokus 

penggunaan Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan 
dialokasikan paling rendah sebesar 20 % (dua puluh persen) 
dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa, Badan usaha 

Milik Desa Bersama atau Kelembagaan ekonomi Masyarakat 
di Desa;    

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan 

Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam 
mendukung Swasembada Pangan, memastikan Dana Desa 
paling rendah sebesar 20 % (dua puluh persen) sebagai 

penyertaan modal desa untuk Program Ketahanan Pangan 
pada Badan Usaha Milik Desa, Badan usaha Milik Desa 

Bersama atau investasi Kelembagaan ekonomi Masyarakat 
di Desa lainnya yang diputuskan dalam Musyawarah Desa 
dan/atau Musyawarah antar Desa;  

c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi 
pangan Lokal, kualitas pangan dan keberagaman pangan di 
Desa untuk ketahanan pangan dalam mewujudkan 

swasembada pangan, perlu adanya Penyertaan Modal Desa  
untuk Program Ketahanan Pangan pada Badan Usaha Milik 

Desa dan    
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Desa Tratemulyo tentang Penyertaan Modal Desa  
untuk Program Ketahanan Pangan pada Badan Usaha Milik 

Desa Tahun Anggaran 2025; 
 



Mengingat : 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali Diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan 
Kedua atas Undang – Undang  Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa  (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6914); 

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana 

Jangka Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2025-2045 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6987); 

6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025  
(Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6995); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara   Republik    Indonesia    Tahun   2007   Nomor  82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6   Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran  
Negara  Republik Indonesia Nomor 6321); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang 

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor1037); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang 
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1444); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan 

Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 611); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1496); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 243); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 543); 

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak 
Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 



25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 
Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan 

Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2015 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1203); 
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan 
Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan 
Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha Milik 

Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 

29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan 

Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi 
Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224); 
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 

21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan 
Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590); 
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
868); 

32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000); 

33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 262); 

34. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 
Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk  

Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada 
Pangan; 

35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 



36. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap 
Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun 

Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 1083); 

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 

2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 

Nomor 4); 
38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 

Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17); 

39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 

Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Badan 
Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18); 
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 

Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian 
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi 

Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2023 Nomor 34); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 
2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata 
Kerja Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kendal   
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal  Tahun 2006 Nomor 
15); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
152); 

43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 
Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 Tentang 
Sumber Pendapatan Desa (Berita  Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6); 

44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 Tentang 
Pedoman Pemanfaatan Aset Desa Di Kabupaten Kendal  

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 
Seri E No. 41); 

45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang 

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di 
Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal 
tahun 2016 Nomor 80 Seri E no 47 ); 

46. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 
2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan 
Pembangunan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 
Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2017 Nomor 38); 
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 

2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal  Tahun 2018 Nomor 20); 

48. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 



2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak 

Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2018 Nomor 50); 
49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2020 Nomor 38 ); 
50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang 

Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita  
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2); 

51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Sistem 
Informasi Pengadaan barang/Jasa Di Desa (Berita  Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46); 

52. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada 

Pemerintah Desa (Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2023 Nomor 56); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal  

Tahun 2024 Nomor 3); 
54. Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di 

Desa Tratemulyo (Lembaran  Desa Tratemulyo Tahun 2016 
Nomor 1); 

55. Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tratemulyo 

(Lembaran  Desa Tratemulyo Tahun 2019 Nomor 1); 
56. Peraturan Desa Tratemulyo Nomor …. Tahun 20… tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Tratemulyo 

(Lembaran  Desa Tratemulyo Tahun 20… Nomor …); 
57. Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 
2020 - 2026 di desa Tratemulyo (Lembaran  Desa 
Penyangkringan Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 2 Tahun 
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa Tahun 2020 - 2028 (Lembaran  Desa Penyangkringan 

Tahun 2025 Nomor 2); 
Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus Program Ketahanan Pangan 

Tahun 2025 Desa Tratemulyo hari Rabu  tanggal 28 Mei 2025 di 
Desa Tratemulyo Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. 

 

 
Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRATEMULYO 

Dan 
KEPALA DESA TRATEMULYO 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA TRATEMULYO NOMOR … TAHUN 2025 
TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA UNTUK PROGRAM 

KETAHANAN PANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM 
DESA) TAHUN ANGGARAN 2025. 
 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah Desa Tratemulyo yang berkedudukan di 

Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa 

Tengah; 
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa 
Tratemulyo; 

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tratemulyo; 

4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, 
adalah BPD Tratemulyo; 

5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, 

adalah BUM Desa Tratemulyo; 
6. BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa 

guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, 
mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan 
jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; 
7. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa 

yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan 
penyertaan Modal Desa pada BUM Desa; 

8. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan yang 
tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 
diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM 

Desa; 
9. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi 

dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri 
oleh BUM Desa; 

10. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa 

yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau 
pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan 

fungsi dan tujuan BUM Desa; 
11. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata 

laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM 
Desa Anggaran Dasar adalah; 

12. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM 

Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, 
pelaksana operasional, dan pengawas; 

13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari 
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak 

lainnya yang sah; 
14. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM 

Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang 

dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak 
berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan 

memberikan manfaat dan/atau hasil; 
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 



pemberdayaan masyarakat; 

16. Ketahanan Pangan Desa adalah kondisi 
terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan 

rumah tangga di desa, yang tercermin 
daritersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 
maupun mutunya, aman,beragam, bergizi, 

merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan 
dengan agama, keyakinan, dan budaya 

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan 
produktif secara berkelanjutan; 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Desa; 

BAB II  

PENYERTAAN MODAL  
Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal 
Desa Tratemulyo pada BUM Desa; 

(2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bersumber dari APB Desa; 
(3) Penyertaan modal Desa dapat dilakukan untuk modal awal 

BUM Desa dan/atau penambahan modal BUM Desa; 
(4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa uang dan/atau barang selain tanah dan 

bangunan; 
Pasal 3 

(1) Penyertaan modal Desa disalurkan langsung kepada BUM 

Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
keputusan Musyawarah Desa; 

(2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa 
dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening bank 
milik BUM Desa; 

(3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa 
dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan 

BUM Desa 
Pasal 4 

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM 

Desa, pelaksana operasional menyampaikan rencana 
kebutuhan kepada penasihat dan pengawas; 

(2) Rencana penambahan modal BUM Desa disampaikan 

kepada Musyawarah Desa setelah dilakukan analisis 
keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan 

pengawas BUM Desa, serta setelah tersedianya rencana 
kegiatan; 

(3) Rencana penambahan modal BUM Desa dibahas dan 

diputuskan dalam Musyawarah Desa; 
(4) Penambahan modal BUM Desa ditetapkan dalam 

perubahan Peraturan Desa mengenai Anggaran Dasar BUM 

Desa. 
BAB III  

TUJUAN  
Pasal 5 

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 bertujuan memajukan dan mengembangkan usaha 
dan/atau permodalan BUM Desa di bidang kegiatan usaha 

ketahanan pangan nabati dan hewani dalam rangka 
mendukung swasembada pangan di Desa untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta 



mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan 

perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa; 
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) Penyertaan modal Desa dilaksanakan berdasarkan 
prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan 
prinsip dan/atau sosial ekonomi masyarakat; 

(3) Penyertaan modal Desa untuk penambahan modal BUM 
Desa dapat digunakan untuk: 

a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau 
bidang Usaha BUM Desa; 

b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan 

kapasitas usaha; dan/atau 
c. penugasan Desa kepada BUM Desa untuk 

melaksanakan kegiatan tertentu. 

BAB IV 
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAN SUMBER DANA 

Pasal 6 
Penyertaan Modal Desa tahun 2025 diserahkan kepada BUM 
Desa adalah sebesar Rp 184.000.000,- ( Seratus Delapan Puluh 

Empat Juta rupiah) bersumber dari APB Desa Tratemulyo tahun 
2025;  

BAB V 

BAGI HASIL USAHA 
Pasal 7 

(1) BUM Desa wajib memberikan bagi hasil usaha atas 
penyertaan modal desa tiap tahunnya jika mampu; 

(2) Bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) 

merupakan pendapatan asli Desa yang dimasukkan dalam 
APB Desa. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 8 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Desa Tratemulyo. 
 

Ditetapkan di : Desa Tratemulyo 

Pada tanggal : 28  Mei 2025 
 

KEPALA DESA TRATEMULYO 
Cap Ttd 

 

 ARI SIGIT CAHYONO 
 

Diundangkan di  Desa Tratemulyo  
Pada tanggal : 28 Mei 20252015 
SEKRETARIS DESA TRATEMULYO 

Cap Ttd 
 
UTOMO 

LEMBARAN DESA TRATEMULYO TAHUN 2025 NOMOR 6 
                                   


